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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya 

disebut Renja-PD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. 

Penyusunan Renja-PD Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa setiap 

Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan melalui 6 (enam) 

tahapan proses penyusunan Renja-PD, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan 

awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, 

perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renja-PD melalui peraturan Kepala Daerah.  

Penyusunan Dokumen Renja-PD mesti selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen 

dimaksud terdapat saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.  

Selanjutnya penyusunan dokumen Renja-PD Tahun 2026 juga memperhatikan 

perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. 

Untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah, yaitu diterbitkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
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Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah. Hasil pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan 

dan Keuangan Daerah ditambahkan dalam database Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(SIPD), yang selanjutnya diakomodir dalam perubahan Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. Dengan demikian Penyusunan Renja-PD Tahun 2026 wajib mengacu pada pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Berdasarkan hasil koordinasi dan arahan Kementerian 

Dalam Negeri, penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Anggaran 2026 tetap menggunakan aplikasi https://sipd-ri.kemendagri.go.id/.  

Penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 berpedoman pada Renstra 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029, mengacu pada kerangka arahan dan prioritas yang 

dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 serta didasarkan pada evaluasi 

pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap 

pencapaian Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan tahun 2025. Dengan demikian, 

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 digunakan sebagai acuan dasar untuk memasukkan 

program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2026. 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 disesuaikan 

dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6775); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6123); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 19); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 927); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 

dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan 

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan 

Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 197); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian 

dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023  

Nomor 1); 
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24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi  

Selatan Tahun 2024 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341); 

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam 

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 51); 

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi 

Daerah; 

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2023 Nomor 7); 

29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025 Nomor 12); dan 

30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 adalah sebagai bentuk 

penjabaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 serta untuk memberikan arah dan acuan 

penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel di Tahun 2026 dalam 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel secara berkesinambungan. 

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 adalah :  

1. Sebagai acuan untuk penyusunan RKA Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026; 

2. Menyediakan perencanaan tahunan yang konsistensi, implementatif dan tolak ukur penilaian 

kinerja; dan 

3. Sebagai sarana pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan, sub kegiatan dan 

anggaran Tahun 2026. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja-PD agar substansi 

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1  Latar belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, 

keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD Provinsi, dengan Renja 

K/L dan Renja Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2  Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappelitbangda Prov. 

Sulsel, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Bappelitbangda Prov. Sulsel. 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD. 

1.4  Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi 

dokumen.  

BAB II.  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023  

Menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. 

Sulsel tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan 

tahun 2023 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappelitbangda Prov. Sulsel 

dan/atau realisasi APBD Bappelitbangda Prov. Sulsel, dengan materi yang disajikan berisi 

penjelasan tentang realisasi program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor penyebab 

ketercapaian target kinerja, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang 

perlu diambil untuk menindaklanjuti faktor-faktor penyebab tersebut. 

2.2   Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024  

Menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. 

Sulsel Tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan 

tahun berjalan (tahun 2025), yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappelitbangda 

Prov. Sulsel dan/atau realisasi APBD Bappelitbangda Prov. Sulsel, dengan materi yang 

disajikan berisi penjelasan tentang realisasi program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor 
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penyebab ketercapaian target kinerja, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran 

yang perlu diambil untuk menindaklanjuti faktor-faktor penyebab tersebut. 

2.3     Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.4    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Berisikan uraian mengenai : 

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 

Bappelitbangda Prov. Sulsel; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program 

nasional/internasional, seperti NSPK dan SDGs (Suistanable Development Goals); 

4.  Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;  

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.5    Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 

Berisikan uraian mengenai: 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel; 

2.   Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya terdapat 

rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal 

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, atau program, kegiatan dan sub kegiatan baru cocok 

namun besarannya berbeda. 

2.6   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan 

provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari  Perangkat Daerah 
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kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappelitbangda Prov. Sulsel dari penelitian 

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel. 

3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja 

Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan 

dan sub kegiatan, antara lain meliputi: 

▪ Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. 

▪ Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan. 

▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. 

▪ Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, baik jenis 

program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.  

BAB V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah 

Bappelitbangda Prov. Sulsel dan nama dan tanda tangan kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel serta 

stempel Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA  

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

 

Dalam penyusunan Renja-PD yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, dan dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD sampai 

dengan tahun berjalan.  

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan pencapaian 

Renstra-PD sampai dengan tahun berjalan adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target 

kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi 

sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui: 

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melampaui target kinerja program/ 

kegiatan/ sub kegiatan. 

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD. 

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut. 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 

Evaluasi Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 menilai pelaksanaan Renja 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2023 yang telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan 

efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 

Pada Tahun 2023, Bappelitbangda Prov. Sulsel melaksanakan 2 (dua) Urusan, 4 (empat) 

Program, 18 (sembilan belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub kegiatan. Adapun evaluasi hasil 

pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel dan pencapaian Renstra-PD sampai dengan tahun 

2023, secara rinci  termuat pada tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1      Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023 
( Berdasarkan Perubahan Renstra-PD Tahun 2018-2023 ) 

Nama Perangkat Daerah : Bappelitbangda  

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/ Kegiatan/                 

Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  
Program (outcomes)/ 

 Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Capaian 
Perubahan 

Renstra 
Tahun 2018-2023 

Realisasi Kinerja 
Hasil Program dan 
Keluaran Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
 s/d Tahun 2022 

Target 
Renja 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Renja   
Tahun 
2023 

Tingkat 
Capaian 

Renja 
Tahun 

2023 (%) 

Realisasi Capaian Target 
Renstra-PD s/d Tahun 2023 

Realisasi 
Capaian  

 

Tingkat Capaian 
Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7^100 10 11 = 10/5*100 

      (Target Indikator Sub kegiatan - Berdasarkan Kepmendagri No. 50 Tahun 2021) 

 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                 

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 

Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah % 100.00 100.84 100.00 101.45 101.45 101,33 101,33 

Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik 
dan Sangat Baik 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 

X.XX.01.1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat 
waktu 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 
  

3 3 100.00 3 100.00 

X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Dokumen 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKASKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

Dokumen 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

Dokumen 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 
  

8 8 100.00 8 100.00 

X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat 
Waktu 

%   100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan     194 179 92,27 179 92,27 

X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Dokumen     2400 2400 100.00 2400 100.00 

X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
BulananTriwulananSemesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Laporan     12 12 100.00 12 100.00 

X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan 

%  100.00  100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen     2 2 100.00 2 100.00 

X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan     3 3 100.00 3 100.00 

X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan 
penialian Kinerja ASN  

% 100.00 99.00 100.00 100.00 100.00 99,33 99,33 

X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 
  

215 197 91.63 197 91.63 

X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Dokumen 
  

215 252 117.21 252 117.21 
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/ Kegiatan/                 

Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  
Program (outcomes)/ 

 Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Capaian 
Perubahan 

Renstra 
Tahun 2018-2023 

Realisasi Kinerja 
Hasil Program dan 
Keluaran Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
 s/d Tahun 2022 

Target 
Renja 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Renja   
Tahun 
2023 

Tingkat 
Capaian 

Renja 
Tahun 

2023 (%) 

Realisasi Capaian Target 
Renstra-PD s/d Tahun 2023 

Realisasi 
Capaian  

 

Tingkat Capaian 
Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7^100 10 11 = 10/5*100 

X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

Orang 
  

100 100 100.00 100 100.00 

X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
PerundangUndangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Orang 
  

215 215 100.00 215 100.00 

X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

Paket 
  

12 16 133,33 16 133,33 

X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 
  

12 16 133,33 16 133,33 

X.XX.01.1.06.07 Penyediaan BahanMaterial Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan 
  

80 95 118,75 95 118,75 

X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

Unit 
  

10 10 100.00 10 100.00 

X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

Laporan 
  

12 12 100.00 12 100.00 

X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan 
  

1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik 

% 100.00 100.00  100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 

X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

Unit     41 11 26.83 11 26.83 

X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Unit     13 17 130.77 17 130.77 

X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit     1 1 100.00 1 100.00 

X.XX.01.1.09.09 PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

Unit     2 2 100.00 2 100.00 

X.XX.01.1.09.10 PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  

Unit     10 15 150.00 15 150.00 

 PERENCANAAN          

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas) 

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam 
RKPD dan APBD (Prioritas) 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas) % 0.50 2.09 0.50 0.50 100.00 1.56 312,00 

5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan 
dokumen pelaksanaan pembangunan 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen 
  

1 1 100.00 1 100.00 
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/ Kegiatan/                 

Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  
Program (outcomes)/ 

 Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Capaian 
Perubahan 

Renstra 
Tahun 2018-2023 

Realisasi Kinerja 
Hasil Program dan 
Keluaran Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
 s/d Tahun 2022 

Target 
Renja 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Renja   
Tahun 
2023 

Tingkat 
Capaian 

Renja 
Tahun 

2023 (%) 

Realisasi Capaian Target 
Renstra-PD s/d Tahun 2023 

Realisasi 
Capaian  

 

Tingkat Capaian 
Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7^100 10 11 = 10/5*100 

5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 

Dokumen 
  

2 2 100.00 2 100.00 

5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang 
telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan 
Pembangunan Daerah) 

Masukan 
  

1046 1038 99.24 1038 99.24 

5.01.02.1.03 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Persentase Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan 
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah Kab/Kota 24 24. 24 24 100.00 24 100.00 

5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Laporan 
  

2 2 100.00 2 100.00 

5.01.02.1.03.03 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 
  

4 4 100.00 4 100.00 

5.01.02.1.03.04 FasilitasiEvaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah KabupatenKota 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota 
yang Difasilitasi/ Evaluasi 

Dokumen 
  

48 48 100.00 48 100.00 

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan 
Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 

Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan 
Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

% 95.00 99.03 95.00 95.00 100.00 97,69 102,83 

Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan 
Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan 
SDA 

% 95.00 100.00 95.00 95.00 100.00 98,33 103,51 

5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang Pemerintahan 

Rekomendasi 15 10 5 5 100.00 15 100,00 

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 

Rekomendasi 21 14 7 7 100.00 21 100,00 

Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring 
dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

data dan 
informasi 

24 16 8 8 100.00 24 100,00 

5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD 
RPJMD dan RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan 

Perangkat 
Daerah 

    5 5 100.00 5 100.00 

5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 

Laporan     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 
RPJPD RPJMD dan RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan 
Manusia 

Perangkat 
Daerah 

    17 17 100.00 17 100.00 
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/ Kegiatan/                 

Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  
Program (outcomes)/ 

 Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Capaian 
Perubahan 

Renstra 
Tahun 2018-2023 

Realisasi Kinerja 
Hasil Program dan 
Keluaran Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
 s/d Tahun 2022 

Target 
Renja 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Renja   
Tahun 
2023 

Tingkat 
Capaian 

Renja 
Tahun 

2023 (%) 

Realisasi Capaian Target 
Renstra-PD s/d Tahun 2023 

Realisasi 
Capaian  

 

Tingkat Capaian 
Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7^100 10 11 = 10/5*100 

5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ 
RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 

Laporan     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan 
SDA Sumber Daya Alam 

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang Perekonomian 

Rekomendasi 21 14 7 7 100,00  21 100,00  

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang SDA 

Rekomendasi 33 22 11 11 100,00 33 100,00 

Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring 
dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA 

Data dan 
Informasi 

30 20 10 10 100,00 30 100,00 

5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD 
RPJMD dan RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 

Perangkat 
Daerah 

    7 7 100.00 7 100.00 

5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ 
RPJMD pada Bidang Perekonomian 

Laporan     7 7 100.00 7 100.00 

5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan 
RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA 

Perangkat 
Daerah 

    7 7 100.00 7 100.00 

5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 

Laporan     7 7 100.00 7 100.00 

5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang Infrastruktur 

Rekomendasi 6 6 6 6 100.00 6 100.00 

Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi 
perencanaan Bidang kewilayahan 

Rekomendasi 6 6 6 6 100.00 6 100.00 

Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring 
dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

Data dan 
Informasi 

25 25 25 25 100.00 25 100.00 

5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD RPJMD 
dan RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur 

Perangkat 
Daerah 

    4 4 100.00 4 100.00 

5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ 
RPJMD pada Bidang Infrastruktur 

Laporan     4 4 100.00 4 100.00 

5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD 
RPJMD dan RKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan 
Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan 

Perangkat 
Daerah 

    3 3 100.00 3 100.00 
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Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/ Kegiatan/                 

Sub kegiatan 

Indikator Kinerja  
Program (outcomes)/ 

 Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) 

Satuan 
Target Kinerja 

Capaian 
Perubahan 

Renstra 
Tahun 2018-2023 

Realisasi Kinerja 
Hasil Program dan 
Keluaran Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
 s/d Tahun 2022 

Target 
Renja 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Renja   
Tahun 
2023 

Tingkat 
Capaian 

Renja 
Tahun 

2023 (%) 

Realisasi Capaian Target 
Renstra-PD s/d Tahun 2023 

Realisasi 
Capaian  

 

Tingkat Capaian 
Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7^100 10 11 = 10/5*100 

5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ 
RPJMD pada Bidang Kewilayahan 

Laporan     3 3 100.00 3 100.00 

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                  
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan 
penghargaan inovasi daerah (Prioritas) 

% 9 11.32 3.00 18.75 625.00 41,39 459,89  

5.025.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan  

Rekomendasi 11 5 4 4 100.00 9  81,82 

5.05.02.1.01.01 Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah 

Laporan     1 1 100.00 1 100.00 

5.05.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 
Umum 

Laporan     2 2 100.00 2 100.00 

5.05.02.1.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 

Laporani     1 1 100.00 1 100.00 

5.025.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  

Rekomendasi 12 8 2 2 100.00 10 83,33  

5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.05.02.1.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.025.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  

Rekomendasi 17 13 6 6 100.00 19 111,76 

5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan 
Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

Dokumen     5 5 100.00 5 100.00 

5.05.02.1.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan 
Hidup 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.025.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangan inovasi dan 
teknologi 

OPD 33 31 11 15 136.64 46 139,40 

5.05.02.1.04.01 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 

Dokumen     1 1 100.00 1 100.00 

5.05.02.1.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang BangunModel Replikasi 
dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi 
Inovasi dan Penerapan Teknologi 

Laporan     1 1 100.00 1 100.00 

5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur 
dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat 
Inovatif 

Laporan     2 1 50.00 1 50.00 

5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi 
Hasil-Hasil Kelitbangan 

Laporan     1 1 100.00 1 100.00 

5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Laporan     1 0 0.00 0 0.00 

                     Sumber : eplanning.sulselprov.go.id/monev (data diolah) 
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Tabel 2.1 berisi target dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja-PD serta 

pencapaian Renstra-PD sampai dengan tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renstra 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Adapun target dan realisasi sub kegiatan pada kolom  

5 dan 6 tidak terisi dikarenakan perubahan nomenklatur pada level sub kegiatan dengan atribut 

informasi yang ditambahkan pada metadata sub kegiatan terdiri atas kinerja, indikator dan satuan. 

Perubahan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menindaklanjuti Pasal 6 dan 

Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. 

Berikut penjelasan tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2023: 

1. Dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) indikator program yang dilaksanakan, tidak terdapat 

program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi seluruh program 

memenuhi/melampaui target kinerja dengan rata-rata capaian program sebesar 158.50%, terdapat 

7 (tujuh) indikator program yang memenuhi target dan 2 (dua) indikator program yang melampaui 

target. 

2. Dari 18 (delapan belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kegiatan yang dilaksanakan, 

tidak terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Dengan rata-rata 

capaian kinerja kegiatan sebesar 101,45%, terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dan 24 (dua puluh 

empat) indikator kegiatan yang memenuhi target kinerja, serta terdapat 1 (satu) kegiatan yang 

melampaui target kinerja yaitu kegiatan “Pengembangan Inovasi dan Teknologi” dengan indikator 

kinerja ‘’Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi’’ yang capaian 

kinerjanya sebesar 136,36%.   

3. Dari 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dan 65 (enam puluh lima) indikator sub kegiatan yang 

dilaksanakan, terdapat 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang memenuhi/ melebihi target 

kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar 99,24%, serta  6 (enam) sub 

kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan,  yaitu:  

✓ Sub kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN’’ dengan capaian kinerja 92,27%  

disebabkan adanya penyesuaian ketersediaan jumlah ASN (mutasi keluar/masuk dan pensiun 

ASN). 

✓ Sub kegiatan “Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya’’ dengan capaian 

kinerja 91,36% disebabkan adanya penyesuaian ketersediaan jumlah ASN. 
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✓ Sub kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan” dengan capaian kinerja 26,83% 

disebabkan adanya penyesuaian perubahan jabatan lingkup Bappelitbangda. 

✓ Sub kegiatan “Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan 

capaian kinerja 99,48%. 

✓ Sub kegiatan “Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang Bersifat Inovatif” dengan capaian kinerja 50% disebabkan tidak terlaksananya 

Rakor Kelitbangan dan Inovasi karena adanya refocusing anggaran ekstrem. 

✓ Sub kegiatan “Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual” tidak terealisasi disebabkan anggaran yang 

disediakan untuk Sosialisasi IG tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran ekstrem. 

4. Adapun faktor-faktor penyebab pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi/ 

melampaui target kinerja, yakni: 

a. Komitmen pimpinan/ para pemangku kebijakan di daerah terhadap program; 

b. Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; 

c. Konsistensi dalam implementasi program; 

d. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah dan 

stakeholder terkait; 

e. Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas 

pembangunan, ketersediaan anggaran, SDM yang memadai, pengerjaan kegiatan yang tepat 

waktu, dan koordinasi dengan pihak peneliti; 

f. Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Prov. Sulsel dengan stakeholder terkait dalam 

meningkatkan inovasi daerah guna mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan;  

g. Komitmen dari semua OPD Lingkup Sulsel untuk menerapkan inovasi berdasarkan Surat 

Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 050/2355/Bappelitbangda Tahun 2020 tentang 

Optimalisasi Kebijakan Inovasi Daerah dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Prov.Sulsel; 

h. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

2.2   Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 

Pada Renja Pokok Tahun 2024, Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun merencanakan  2 (dua) 

Urusan, 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan, 

yang kemudian disesuaikan dengan Perubahan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024 

terdapat 1(satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang tidak dianggarkan dan dilaksanakan. Berikut 

penjelasan tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel: 
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1. Realisasi capaian kinerja Program Tahun 2024 

Dari 4 (empat) program dan 14 (empat belas) indikator program yang direncanakan, seluruhnya  

memenuhi/melampaui target kinerja yang direncanakan. Dengan rata-rata tingkat capaian program 

sebesar 121,39 %, terdapat 9 (sembilan) indikator program yang memenuhi target dan 5 (lima) 

indikator program yang melampaui target, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (prioritas), dengan 

rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100,22%, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu: 

➢ Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap APBD  

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Persentase Program RPJMD/RPD terhadap RKPD  

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Rata-rata capaian kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah  

Target : 91%; realisasi : 91,59%; capaian kinerja (100,65%) 

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rata-rata 

capaian kinerja sebesar 100,00%, memiliki 6 (enam) indikator, yaitu: 

➢ Persentase kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM 

dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang PPM Tahun N 

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan Perangkat daerah 

dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang PPM  

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Persentase kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang 

infrastruktur dan kewilayahan dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang 

infrastruktur dan kewilayahan Tahun N 

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan Perangkat daerah 

dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan 

SDA 

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 

➢ Persentase kesesuaian indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi 

dan SDA dengan indikator dan target pembangunan nasional bidang ekonomi dan SDA 

Tahun N 

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 
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➢ Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan target pembangunan perangkat daerah 

dengan sasaran, indikator dan target pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan 

kewilayahan  

Target : 100%; realisasi : 100%; capaian kinerja (100%) 
 

c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (prioritas), dengan rata-rata capaian kinerja 

sebesar 179,48%, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu: 

➢ Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah 

Target : 30%; realisasi : 30,77%; capaian kinerja (102,57%) 

➢ Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi dan teknologi 

Target : 13%; realisasi : 33,33%; capaian kinerja (256,38%) 

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar          

105,87 %, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu: 

➢ Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah 

Target : Nilai 97, realisasi : Nilai 100, capaian kinerja (103,09%) 

➢ Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti 

Target : 100% realisasi : 100%, capaian kinerja (100%) 

➢ Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 

Target : 100% realisasi : 114,51%, capaian kinerja (114,51%) 

Adapun pencapaian kinerja program yang memenuhi/melampaui target kinerja didukung oleh faktor-

faktor berikut: 

1) Komitmen pimpinan/ para pemangku kebijakan di daerah terhadap pelaksanaan dan 

pencapaian program; 

2) Konsistensi dalam implementasi program; 

3) Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah 

dan stakeholder terkait; 

4) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku; 

5) Ketersediaan anggaran, SDM yang memadai, pengerjaan kegiatan yang tepat waktu, dan 

koordinasi dengan pihak peneliti;   

6) Adanya dukungan perangkat daerah lingkup Pemprov. Sulsel dan Kab/Kota se-Provinsi 

Sulawesi Selatan; 

7) Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Prov. Sulsel dengan stakeholder terkait dalam 

meningkatkan inovasi daerah guna mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan; 
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8) Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas 

pembangunan; dan 

9) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 
 

 

2. Realisasi capaian kinerja Kegiatan Tahun 2024 

Dari 18 (delapan belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) indikator kegiatan yang direncanakan, 

tidak terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.  

Terdapat 20 (dua puluh) indikator kegiatan yang memenuhi target kinerja dan 4 (empat) indikator 

kegiatan yang melampaui target kinerja, dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar  

103,12%. 

Pencapaian kinerja kegiatan yang memenuhi/melampaui target kinerja didukung oleh oleh faktor-

faktor berikut: 

1) Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja; 

2) Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara lingkup kerja Bappelitbangda Prov. 

Sulsel, stake holder dan OPD terkait; 

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai; dan  

4) Komitmen dari semua OPD Lingkup Sulsel untuk menerapkan inovasi berdasarkan Surat 

Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 050/2355/Bappelitbangda Tahun 2020 tentang 

Optimalisasi Kebijakan Inovasi Daerah dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Prov.Sulsel. 

3. Realisasi capaian kinerja Sub Kegiatan Tahun 2024 

Dari 65 (enam puluh lima) sub kegiatan yang direncanakan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang 

tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu sub kegiatan ‘Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN’’  disebabkan adanya penyesuaian ketersediaan jumlah ASN (mutasi 

masuk/keluar dan pensiun ASN). 

Adapun terdapat 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yang memenuhi target kinerja dan 8 (delapan) 

sub kegiatan yang melampaui target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan 

sebesar 103,27%. 

Pencapaian kinerja sub kegiatan yang memenuhi/melampaui target kinerja didukung oleh oleh faktor-

faktor berikut: 

1) Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja;  

2) Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara lingkup kerja Bappelitbangda Prov. 

Sulsel, stake holder, mitra dan OPD terkait; dan 

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 
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4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan tahun 2024 adalah terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target 

kinerja maupun yang melebihi target kinerja akan berdampak positif dan bentuk prestasi kinerja 

dari Bappelitbangda Prov. Sulsel yang berdampak terhadap upaya pencapaian visi dan misi daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan. Besar harapan 

semoga realisasi capaian target tetap dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan untuk 

pencapaian kinerja tahun 2025.  

 

5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan sub kegiatan adalah diperlukan 

perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan 

sehingga pencapaian target kinerja sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi tugas sangat penting 

guna keseimbangan dalam pelaksanaan sub kegiatan yang terarah serta relevansi antara sub 

kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia. 

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel dan 

pencapaian Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan tahun 2025, disajikan dalam tabel 

2.2 berikut ini: 
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Tabel 2.2       Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025 

             Nama Perangkat Daerah :  Bappelitbangda  

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5         UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                      

5 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI 

Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai 99,00   97,00 100,00 103,09 98,00 99,00 100,00   

Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program 
Perangkat Daerah 

Nilai 100,00   100,00 114,51 114,51 100,00 107,26 107,26   

Persentase Temuan LHP yang Selesai 
Ditindaklanjuti 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 01 1.01   Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan 
eveluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 
tepat waktu 

Laporan/ 
Dokumen 

43   14 14 100,00 14 28 65,12   

5 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7   2 2 100,00 2 4 57,14   

5 01 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

Dokumen 12   4 5 125,00 4 9 75,00   

5 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 24   8 8 100,00 8 16 66,67   
5 01 01 1.02   Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang 
tersusun tepat waktu 

Laporan/ 
Dokumen 

84   28 28 100,00 28 56 66,67   

5 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ 
Bulan 

200   190 701 368,95 200 901 450,50   

5 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Dokumen 36   12 12 100,00 12 24 66,67   

5 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan 

Dokumen 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan    / Semesteran SKPD 

Laporan 36   12 12 100,00 12 24 66,67   

5 01 01 1.03   Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Jumlah laporan administrasi barang milik 
perangkat daerah yang tersusun tepat waktu 

Laporan/ 
Dokumen 

33   11 12 109,09  11 23 69,70   

5 01 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Laporan 18   6 7 116,67 6 13 72,22   

5 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Laporan 9   3 3 100,00 3 6 66,67   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 01 1.05   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang terlayani 
administrasi 

Orang 202   196 760 387,76 196 318,67 157,76   

5 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 202   0 0 0,00 0 0 0,00   

5 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Dokumen 202   190 760 400,00 196 956 473,27   

5 01 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Orang 202   1 1 100,00 196 197 97,52   

5 01 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

Orang 588   190 200 105,26 196 396 67,35   

5 01 01 1.06   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah laporan administrasi umum perangkat 
daerah 

Laporan/ 
Dokumen 

426   110 139 126,36 119 258 60,56   

5 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor yang Disediakan 

Paket 36   12 15 125,00 12 27 75,00   

5 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 36   12 15 125,00 12 27 75,00   

5 01 01 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 36   2 2 100,00 1 3 8,33   
5 01 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 36   12 17 141,67 12 29 80,56   
5 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan 210   60 79 131,67 70 149 70,95   

5 01 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 36   12 12 100,00 12 24 66,67   
5 01 01 1.07   Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Unit 12   4 4 100,00 1 5 41,67   

5 01 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 6   2 2 100,00 0 2 33,33   
5 01 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Unit 6   4 4 100,00 1 5 83,33   

5 01 01 1.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Laporan 72   24 24 100,00 24 48 66,67   

5 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

Laporan 36   12 12 100,00 12 24 66,67   

5 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Laporan 36   12 12 100,00 12 24 66,67   

5 01 01 1.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Unit 68   46 51 110,87 68 119 175,00   

5 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

Unit 41   25 25 100,00 41 66 160,98 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Unit 12   7 7 100,00 12 19 158,33   

5 01 01 1.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 3   2 2 100,00 3 5 166,67   

5 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 2   2 2 100,00 2 4 200,00   

5 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

Unit 10   10 15 150,00 10 25 250,00   

5 01    PERENCANAAN            

5 01 02     PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap 
APBD 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase Program RPJMD/RPD terhadap RKPD % 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Rata-rata capaian kinerja Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

% 93,00   91,00 91,59 100,65 92,00 91,80 98,70   

5 01 02 1.01   Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Persentase Kesesuaian Dokumen Evaluasi 
Pembangunan daerah dengan Dokumen 
Perencanaan dan pendanaan Pembangunan 
Daerah 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 02 1.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 02 1.01 0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 

Dokumen 8   3 3 100,00 3 6 75,00   

5 01 02 1.02   Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Persentase Ketersediaan data dan Informasi yang 
telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 02 1.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua 
Perencanaan Pembangunan Daerah) 

Dokumen 6   2 2 100,00 1 3 50,00   

5 01 02 1.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan 
Informasi 

Orang 600   0 0 0,00 200 200 33,33   

5 01 02 1.02 0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 
Provinsi 

Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku 300   0 0 0,00 0 0 0,00   

5 01 02 1.03   Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase kesesuaian hasil evaluasi 
pembangunan dengan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 02 1.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Provinsi 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Laporan 4   2 2 100,00 1 3 75,00   

5 01 02 1.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 24   8 8 100,00 8 16 66,67   

5 01 02 1.03 0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 

Dokumen 48   48 48 100,00 72 120 250,00   

5 01 02 1.04   Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

Persentase data yang dikelolah dalam sistem 
informasi pemerintahan Daerah Bidang 
Pembangunan daerah 

% 100,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 01 02 1.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 
Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 

Dokumen 9   0 0 0,00 0 0 0,00   

5 01 03     PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Persentase kesesuaian indikator dan target 
pembangunan daerah lingkup bidang PPM dengan 
indikator dan target pembangunan nasional bidang 
PPM Tahun N 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian indikator dan target 
pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan 
SDA dengan indikator dan target pembangunan 
nasional bidang ekonomi dan SDA Tahun N 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan 
target pembangunan Perangkat daerah dengan 
sasaran, indikator dan target pembangunan daerah 
lingkup bidang ekonomi dan SDA 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan 
target pembangunan Perangkat daerah dengan 
sasaran, indikator dan target pembangunan daerah 
lingkup bidang PPM 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian indikator dan target 
pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur 
dan kewilayahan dengan indikator dan target 
pembangunan nasional bidang infrastruktur dan 
kewilayahan Tahun N 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian sasaran, indikator dan 
target pembangunan perangkat daerah dengan 
sasaran, indikator dan target pembangunan daerah 
lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 03 1.01   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

Persentase Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen 
Perencanaan yang ditindak lanjuti PD Lingkup 
Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan 
RPD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 03 1.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.02   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber 
Daya Alam) 

Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup 
Bidang Perekonomian dan SDA 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD Bidang Perekonomian dan SDA 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan 
RPD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 03 1.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 03 1.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang SDA 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 01 03 1.03   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti PD Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan 
RPD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

% 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

5 01 03 1.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 7   3 3 100,00 3 6 85,71   

5 01 03 1.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 

Laporan 4   1 1 100,00 1 2 50,00   

5 01 03 1.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Dokumen 7   3 3 100,00 3 6 85,71   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 01 03 1.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 

Laporan 6   2 2 100,00 2 4 66,67   

5 01 03 1.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 

Laporan 4   1 1 100,00 1 2 50,00   

5 05       PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                     

5 05 02     PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh 
perangkat daerah 

% 50,00   30,00 30,77 102,57 40,00 35,39 70,77   

Persentase perangkat daerah yang menghasilkan 
inovasi dan teknologi 

% 16,00   13,00 33,33 256,38 15,00 24,17 151,03   

5 05 02 1.01   Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Laporan 8   3 3 100,00 2 5 62,50   

5 05 02 1.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Laporan 2   1 1 100,00 0 1 50,00   

5 05 02 1.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan 
dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.02   Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

Dokumen 8   2 2 100,00 1 3 37,50   

5 05 02 1.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Aspek- Aspek Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Aspek- Aspek Sosial 

Dokumen 2   1 1 100,00 0 1 50,00   

5 05 02 1.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Pariwisata 

Dokumen 3   0 0 0,00 1 1 33,33   

5 05 02 1.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.03   Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Jumlah Penelitian dan Pengaembangan Daerah 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Dokumen 19   3 3 100,00 5 8 42,11   

5 05 02 1.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Dokumen 2   0 0 0,00 0 0 0,00   

5 05 02 1.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan Pangan 

Dokumen 6   1 1 100,00 2 3 50,00   
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 
Kegiatan (output) 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 

& Keluaran 
Kegiatan s/d 
tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun 2024 

 Target 
Program dan 

Kegiatan/   
Sub kegiatan 

(Renja)  
Tahun 2025  

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra-

PD s/d tahun 2025 
Ket. 

Target 
Renja  

Realisasi 
Renja 

 Tingkat 
Realisasi (%)  

Realisasi 
Capaian   

Tingkat Capaian 
Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 

5 05 02 1.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan 

Dokumen 6   1 1 100,00 2 3 50,00   

5 05 02 1.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.04   Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan 
inovasi dan teknologi 

OPD 42   14 18 128,57 14 32 76,19   

5 05 02 1.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 

Dokumen 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang 
BangunModel Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 

Laporan 3   0 0 0,00 1 1 33,33   

5 05 02 1.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang Bersifat Inovatif 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

5 05 02 1.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

Laporan 3   1 1 100,00 1 2 66,67   

                      Sumber : eplanning.sulselprov.go.id/monev (data diolah) 
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2.3  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tugas Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu 

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. 

Bappelitbangda Prov. Sulsel merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Kemudian, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, 

penyelenggaraan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel adalah melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi  

kewenangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai penanggungjawab perencanaan daerah tetap berusaha 

mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, karena 

keberhasilan suatu perencanaan dapat terlihat dari hal tersebut. Bappelitbangda Prov. Sulsel 

berperan aktif dalam koordinasi antar pelaku pembangunan, mengawal keterkaitan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel didasarkan pada kajian evaluasi 

pencapaian kinerja pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024-2026. Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi 

Selatan serta mencapai tujuan Bappelitbangda Prov. Sulsel, maka telah ditetapkan sasaran kinerja 

dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah 

ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. 

Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Prov. Sulsel. Secara umum capaian 

realisasi kinerja atas target yang telah ditetapkan tahun 2024 adalah 105,76%, dengan 3 (tiga) 

indikator yang melampaui/memenuhi target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum 

mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: 

❖ Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), dengan tingkat capaian sebesar 112,13%. 

Maksud dari indikator ini adalah bahwa target penilaian IPPN Provinsi Sulawesi Selatan oleh 

Bappenas dengan nilai sebesar 70. Sampai dengan akhir tahun 2024 hasil penilaian IPPN Provinsi 
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Sulawesi Selatan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nilai 78,49 dengan kategori cukup 

baik.  Fokus utama dalam penilaian IPPN)Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kementerian 

PPN/Bappenas adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing 

Pemerintah Provinsi. 
 

❖ Rata-rata capaian indicator kinerja program,  dengan tingkat capaian sebesar 98,54% 

Realisasi rata-rata capaian kinerja program sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 94,11%. 

Kondisi ini menunjukkan realisasi capaian telah mendekati target sebesar 95,5% yang diharapkan 

pada akhir tahun 2024, dengan tingkat capaian sebesar 98,54%. Data realisasi ini diperoleh melalui 

aplikasi e-Monev.. Dari 53 Perangkat Daerah yang ada, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) OPD yang 

berkinerja baik dengan realisasi kinera diatas 90 persen. 
 

❖ Indeks Inovasi Daerah, dengan tingkat capaian sebesar 112,38% 

Urusan penelitian dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi penunjang. Bappelitbangda 

selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas untuk menghimpun seluruh bentuk-bentuk inovasi 

yang ada melalui seluruh perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good governance dalam tata kelola 

Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan 

Kabupaten terinovatif dalam ajang IGA (Innovative Government Award). Perjalanan IGA Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kategori inovatif dengan 

skor indeks 59,66 dengan kategori Inovatif, tingkat capaian kinerja indikator sasaran tersebut 

sebesar 112,38% dari target yang indeks yang ditetapkan sebesar 53,09. Provinsi Sulawesi 

Selatan berada pada rangking 12 untuk kategori Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024. Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan jika dibandingkan dari nilai tahun 2023 sebesar 53,09 yang artinya nilai tersebut naik 

sebesar 6,57 poin serta naik rangking ke-12 yang sebelumnya dirangking ke-16 di tahun 2023. 

Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan pencapaian inovasi daerah melalui 

penilaian indeks inovasi berdasarkan indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks 

inovasi, dan variabel penilaian indikator lainnya. Salah satu proses yang dilakukan Bappelitbangda 

adalah dengan menghimpun seluruh inovasi dari seluruh Perangkat Daerah untuk dilakukan 

seleksi berdasarkan tingkat kematangan sebuah inovasi sesuai dengan kelengkapan persyaratan 

dengan minimal >90 point untuk satu inovasi. yang selanjutnya akan dilakukan penginputan inovasi 

beserta indikator-indikator variabel melalui laman kemendagri 

https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/. 

https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/
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❖ Nilai SAKIP OPD,  dengan tingkat capaian sebesar 100% 

Berdasarkan surat dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 700.04/2324/A.1/ltprov 

tanggal 15 Juli 2024, tingkat Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mendapatkan nilai 83,00 memperoleh nilai predikat 

A dengan kategori memuaskan. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2023 nilai SAKIP 

sebesar 82,55 dengan Predikat A ada kenaikan sebesar 0,45 point, dengan tingkat  capaian 

kinerja sasaran ke-3 Nilai SAKIP OPD sebesar 100%. Nilai tersebut merupakan akumulasi 

penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Komponen yang menjadi penilaian rincian 

hasil penilaian SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappelitbangda). Rekomendasi SAKIP hasil penilaian Inspektorat tahun 2024 menjadi acuan bagi 

Bappelitbangda meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan 

keuangan yang baik. 
 

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel sampai dengan Tahun 

2025 sebagai berikut:  

Tabel  2.3    Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel 

 Sumber :  Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun (2025) 

2.4    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Gubernur 

Sulawesi Selatan, Bappelitbangda dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan, 

penelitian dan pengembangan daerah yang profesional, yang dapat mengakomodir pembangunan 

dalam berbagai aspek, yang terwujud dalam kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian 

No. Indikator SPM/ 
Standar 
Nasional 

IKK Satuan Target Renstra PD Realisasi 
Capaian 

Proyeksi Catatan 
Analisis 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1. 
 

Indeks Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (IPPD) 

 
 Nilai 70 71 72 78,49 - 72 Belum 

dilakukan 
penilaian 

2. Rata-rata capaian 
Indikator Kinerja 
Program 

 
 % 95,5 96 96,25 94,11 - 96,25 Belum 

dilakukan 
pengukuran 

3. Indeks Inovasi 
Daerah 

  Predikat Inovatif 

 
Inovatif Inovatif Inovatif 

 
- Inovatif Belum 

dilakukan 
penilaian 

4. Nilai SAKIP OPD   Nilai A A A A - A Belum 
dilakukan 
penilaian 
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dan pengembangan daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan dan pembinaan di bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.  

Dengan berpedoman pada RPJMD Sulawesi Selatan, Bappelitbangda sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi berupaya meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan 

pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan, dan juga memberikan informasi hasil 

kegiatan kelitbangan serta inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda memiliki fungsi strategis 

dalam proses pembangunan untuk mengatasi  permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi 

Selatan sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. 

Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan menjadi salah satu fokus utama dalam 

kelembagaan Bappelitbangda, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan urusan 

perencanaan pembangunan, terdapat permasalahan utama yaitu belum optimalnya kualitas 

perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, artisipatif, dan berorientasi hasil, yang 

disebabkan oleh lemahnya konsistensi dan sinkronisasi antar-dokumen perencanaan dan evaluasi, 

rendahnya kualitas substansi perencanaan yang berbasis data dan bukti, serta belum selarasnya 

dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah. 

Secara spesifik beberapa rumusan masalah pokok tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan antara perencanaan dan evaluasi, 

yang disebabkan oleh:  

• Proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah belum maksimal. 

• Perubahan sistem aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat sangat dinamis dan tidak 

terkoordinasi antar-Kementerian/Lembaga. 

• Perencanaan belum sepenuhnya selaras dengan penganggaran (money follow program). 

• Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah sering terlambat. 

• Evaluasi masih berfokus pada output, bukan outcome/impact. 

• Hasil evaluasi tidak selalu diintegrasikan kembali ke dalam siklus perencanaan. 

• Pemanfaatan aplikasi e-planning dan SAKIP belum optimal. 

2. Masih rendahnya kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah, disebabkan oleh: 

• Analisis perencanaan belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based planning). 

• Data sektoral tidak mutakhir dan tidak terintegrasi antar-OPD. 

• Isu lintas sektor strategis (gender, iklim, digital, dll.) belum terintegrasi dengan baik. 
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• Tidak adanya mekanisme umpan balik terhadap aspirasi kelompok rentan dalam forum 

perencanaan. 

• Hasil penelitian/kelitbangan belum dimanfaatkan optimal dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan. 

3. Belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen 

perencanaan perangkat daerah, yang disebabkan oleh: 

• Perangkat daerah belum optimal dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen 

perencanaan. 

• Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan masih lemah. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan, 

yaitu Inovasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan masih rendah karena hasil 

riset/kajian belum dimanfaatkan optimal sebagai dasar kebijakan, serta belum adanya dokumen 

perencanaan induk penelitian dan pengembangan yang didukung oleh infrastruktur dan pendanaan 

yang memadai. 

Kondisi ini muncul karena dua hal pokok, yaitu: 

1. Belum optimalnya hasil riset dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan 

pembangunan. 

Riset dan kajian yang dihasilkan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan 

kebijakan karena terbatasnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap riset di daerah, lemahnya 

kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan 

komunitas), serta rendahnya pemanfaatan hasil litbang dalam penyusunan kebijakan 

pembangunan. 

2. Belum adanya dokumen perencanaan induk penelitian dan pengembangan yang terarah 

dan berkelanjutan. 

Ketiadaan dokumen induk menyebabkan arah riset dan inovasi daerah tidak terencana dengan 

baik. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur riset dan inovasi, minimnya dukungan 

pendanaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, serta beban agenda litbang yang 

semakin besar (misalnya keterlibatan dalam kompetisi inovasi seperti IGA Award) yang tidak 

seimbang dengan kapasitas sumber daya litbang daerah. 

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.4         Identifikasi Permasalahan Bappelitbangda Prov. Sulsel 

No. Masalah Utama Masalah Akar masalah 

1. Belum optimalnya 
kualitas perencanaan 
pembangunan yang 
terintegrasi, berbasis 
data, partisipatif, dan 
berorientasi hasil 

Belum optimalnya konsistensi, 
sinkronisasi, keselarasan antara 
perencanaan dan evaluasi 

Belum maksimalnya proses verifikasi, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah 

Perubahan sistem aplikasi perencanaan yang dirilis pemerintah pusat sangat dinamis dan tidak 
terkoordinasi dengan baik antar Kementerian/lembaga 

Keterbatasan data dan informasi pembangunan daerah Perencanaan belum selaras dengan 
penganggaran (money follow program) 

Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan tepat waktu 

Evaluasi masih fokus pada output, bukan outcome/ impact 

Hasil evaluasi tidak semuanya diintegrasikan kembali ke siklus perencanaan 

Pemanfaatan aplikasi e-planning/ Sakip belum optimal 

Masih rendahnya kualitas 
substansi perencanaan 
pembangunan daerah 

Analis belum berbasis bukti (evidence based planning) 

Data sektoral tidak mutakhir dan tidak terintegrasi antar-OPD 

Isu lintas sektor strategis belum terintegrasi atau masih parsial 

Belum adanya mekanisme umpan balik terhadap aspirasi kelompok rentan dalam forum 
perencanaan 

Masih kurangnya pemanfaatan hasil penelitaian dalam penyusunan perencanaan Pembangunan 

Belum adanya keselarasan antara 
dokumen perencanaan Pembangunan 
daerah dengan dokumen perencanaan 
perangkat daerah 

Belum optimalnya upaya PD dalam meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan PD 

Belum optimalnya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan 

2. Masih rendahnya inovasi 
perangkat daerah dalam 
mendukung 
perencanaan dan 
pembangunan daerah 

Belum optimalnya hasil riset/kajian 
sebagai dasar kebijakan pembangunan 

Minimnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap kegiatan riset di tingkat daerah 

Kolaborasi antar pihak dalam riset dan inovasi masih lemah 

Hasil litbang yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perumusan kebijakan 

Belum adanya dokumen 
perencanaan induk penelitian dan 
pengembangan 

Infrastruktur riset dan inovasi daerah masih 
terbatas 

Dukungan pendanaan riset dan inovasi tidak memadai dan cenderung menurun 

Ada kecenderungan anggaran riset dan inovasi semakin menurun dari tahun ketahun, padahal 
banyak agenda-agenda yang harus bidang Litbang ikuti dan 
laksanakan seperti kompetisi IGA Award tiap tahun dan lain-lain 

Kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan inovasi di daerah 
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Permasalahan dan hambatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

berdampak pada pencapain visi dan misi daerah. Karena itu perlu diupayakan pemecahannya dalam 

rangka mengoptimalkan pencapain visi dan misi kepala daerah dan selaras dengan program nasional.  

Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bappelitbangda menghadapi beberapa 

tantangan, antara lain: 

1. Pengintegrasian antara sistem perencanaan dan penganggaran dari Pemerintah Pusat dengan 

Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat 

diintegrasikan dengan maksimal sehingga kemungkinan error masih dapat terjadi;  

2. Informasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah tidak lengkap atau terkadang 

terlambat dari batas waktu evaluasi, sehingga analisis dalam evaluasi capaian kinerja kurang 

maksimal.;  

3. Kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan; 

4. Belum tersedianya data base penelitian dan pengembangan yang akurat dan terkini untuk 

mendukung kebutuhan data/informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan penelitian dan 

pengembangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis; dan 

5. Seluruh ASN Bappelitbangda dituntut untuk lebih memahami perencanaan dan penganggaran 

dibandingkan Perangkat Daerah lainnya. 

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda dalam memberikan pelayanan, 

antara lain: 

1) Dengan adanya e-Planning dan eMonev, Bappelitbangda dapat memantau program/ kegiatan/ sub 

kegiatan dan target-target yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Organisasi 

Perangkat Daerah;  

2) Dengan Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Pohon Akar Masalah, Critical Succes 

Factor (SCF) dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah, maka Perencanaan Daerah sudah sesuai 

dengan kondisi dan target yang diharapkan oleh masyarakat.  

3) Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait perencanaan dengan pemateri baik dari pusat 

(Kementerian) maupun dari Bappelitbangda. 

4) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan, penelitian dan inovasi. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi 

Selatan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Perencanaan pembangunan secara 

terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. 
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Bappelitbangda selaku OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan 

pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan 

perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam 

proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses identifikasi 

sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi 

kinerja Bappelitbangda. Dengan demikian, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan 

meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan, dan 

secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan/hambatan, 

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel, 

maka diformulasikan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan 

dan sub kegiatan Bappelitbangda sebagai berikut :  

a. Peningkatan Konsistensi, Sinkronisasi, dan Integrasi Dokumen Perencanaan 

Pembangunan  

Masih terdapat kesenjangan antara dokumen perencanaan di tingkat provinsi dengan perangkat 

daerah, yang ditandai dengan lemahnya konsistensi antar-dokumen, perubahan sistem aplikasi 

pusat yang dinamis, serta belum optimalnya integrasi hasil evaluasi ke dalam siklus 

perencanaan. Kondisi ini berdampak pada tidak selarasnya perencanaan dengan penganggaran 

serta rendahnya efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.  

b. Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data dan Bukti (Evidence-Based 

Planning) 

Kualitas substansi perencanaan masih rendah karena keterbatasan data sektoral yang belum 

mutakhir dan belum terintegrasi, lemahnya pemanfaatan hasil penelitian/kelitbangan, serta belum 

optimalnya integrasi isu lintas sektor strategis (gender, perubahan iklim, digitalisasi, dan inklusi 

sosial). Hal ini mengakibatkan perencanaan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil 

(outcome) dan kurang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. 

c. Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Masih terdapat ketidakselarasan antara RPJMD/RKPD dengan dokumen perencanaan 

perangkat daerah (Renstra/Renja OPD), disebabkan oleh lemahnya kapasitas perencanaan 

OPD serta belum maksimalnya sistem pengumpulan data dan informasi hasil pembangunan. 

Akibatnya, arah pembangunan daerah berpotensi tidak terwujud secara terpadu. 
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d. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Kajian untuk Kebijakan Pembangunan 

Hasil riset/kajian belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan 

daerah. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, 

akademisi, dunia usaha, masyarakat), terbatasnya dukungan pemerintah pusat, serta rendahnya 

mekanisme integrasi hasil litbang dalam proses perencanaan. Akibatnya, inovasi daerah belum 

berkembang optimal dalam mendukung pembangunan. 

e. Penyusunan Dokumen Induk Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah yang Terarah 

dan Berkelanjutan 

Belum adanya dokumen perencanaan induk riset dan inovasi daerah mengakibatkan arah 

penelitian dan pengembangan belum terencana secara strategis. Ketiadaan dokumen ini juga 

diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur litbang, minimnya dukungan pendanaan, serta 

beban agenda litbang yang tidak seimbang dengan kapasitas SDM. Hal ini berimplikasi pada 

rendahnya daya saing dan kualitas inovasi daerah. 

2.5    Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 

Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan awal 

dari seluruh proses rancangan RKPD dan memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah  

dalam penyusunan rancangan Renja Tahun 2026 dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Review dan telaahan terhadap rancangan 

awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dimaksudkan untuk membandingkan antara 

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis 

kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu 

indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan rancangan awal RKPD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.  

Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan analisis kebutuhan 

pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan 

kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat perubahan yang tertuang 

dalam dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembandingan antara rencana awal RKPD 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara 

rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan 

dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan 

dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Selanjutnya 
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terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program/ kegiatan yang berubah nilai 

pagunya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukan dalam rencana kerja. 

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, Bappelitbangda 

merencanakan untuk melaksanakan 2 (dua) Urusan, yang dijabarkan dalam 4 (empat) program, 19 

(sembilan belas) kegiatan dan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan dengan  pagu indikatif sebesar 

Rp. 50.011.090.484,00. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan dan arahan dari pimpinan 

yang disesuaikan dengan ketetapan dari TAPD Provinsi Sulawesi Selatan, pagu indikatif 

Bappelitbangda Prov. Sulsel mengalami penurunan sebesar Rp. 14.441.139.328,00 sehingga pagu 

indikatif ditetapkan menjadi sebesar Rp. 35.569.951.156,00.  Penurunan pagu indikatif ini disesuaikan 

dengan pertimbangan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Selain itu, juga dilakukan perubahan 

pengurangan 2 (dua) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan serta perubahan target kinerja output 

kegiatan/ sub kegiatan. 

Secara rinci hasil review analisis kebutuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel terhadap rancangan 

awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 pada tabel 2.5 sebagai berikut: 
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Tabel 2.5        Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 
                       

                      Nama Perangkat Daerah :  Bappelitbangda 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
penting Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50.011.090.484 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 35.569.951.156   

I PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

  Persentase layanan penunjang 
perangkat daerah yang 
terpenuhi 

100% 41.212.214.884 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

  Persentase layanan penunjang 
perangkat daerah yang 
terpenuhi 

100% 28.785.126.342    

1 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Persentase penyelesaian dokumen 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 
tepat waktu 

96 % 503.051.000 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Persentase penyelesaian dokumen 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 
tepat waktu 

100%        97,421,250    

01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 Dokumen 117.318.000 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 Dokumen        15,964,000    

02 Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

4 Dokumen 126.539.000 Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

4 Dokumen        15,963,000    

03 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

8 Laporan 259.194.000 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

8 Laporan        65,494,250    

2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  Persentase penyusunan laporan 
keuangan perangkat daerah yang 
diselesaikan 

100 % 32.580.702.484 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  Persentase Laporan keuangan 
perangkat daerah yang 
diselesaikan 

100 % 23,636,366,273   

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Kota 
Makassar 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

200 Orang/ 
Bulan 

32.059.900.484 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Kota 
Makassar 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

240 orang/ 
bulan 

23,587,866,573   

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

12 Dokumen 180.703.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan  
SKPD 

12 Dokumen 3,028,500   

03 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan 158.847.000 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan 3,524,250   

04 Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

2 Dokumen 68.656.000 Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

2 Dokumen 1,726,950   

05 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

12 Laporan          112.596.000  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan / Semesteran SKPD 

12 Laporan 40,220,000   
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No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
penting Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

  Persentase Barang Milik Daerah 
yang dikelola dengan baik 

100 % 175.120.000 Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

  Persentase Barang Milik daerah di 
OPD yang dikelola dengan baik 

100 % 9.263.400,00   

01 Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen 43.300.000 Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen 9,263,400   

02 Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

6 Laporan 65.910.000 Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

6 Laporan 2,388,600   

03 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

3 Laporan 65.910.000 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

3 Laporan 2,939,200   

4 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  Persentase layanan kepegawaian 
perangkat daerah 

100 % 394.415.000 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  Persentase Layanan kepegawaian 
perangkat daerah yang terpenuhi 

100 % 55,133,900   

01 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan  

190 Paket 150.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan  

240 Paket 50,000,000   

02 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

190 Dokumen 82.387.000 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

240 Dokumen 2,406,300   

03 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Kota 
Makassar 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan  

190 Orang 68.656.000 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Kota 
Makassar 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

1 Orang 791,800   

04 Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

190 Orang 93.372.000 Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

240 Orang 1.935.800   

5 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  Persentase penyediaan layanan 
umum kantor  

100 % 1.406.082.000 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

   Persentase Layanan umum kantor 
yang tersedia 

100 % 1,148,232,900   

01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

12 Paket 93.372.000 Penyediaan Komponen Instalasi  
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik Penerangan Bangunan  Kantor 
yang Disediakan 

12 Paket 20,487,900   

02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 357.013.000 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 25,077,000   

03 Penyediaan Bahan/Material Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Bahan/Material yang 
Disediakan 

12 Paket 65.910.000 Penyediaan Bahan/Material Kota 
Makassar 

Jumlah Paket Bahan/Material yang 
Disediakan 

1 Paket 50,000,000   

04 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

12 Laporan 109.850.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

12 Laporan 55,189,800   

05 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

70 Laporan 714.027.000 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

75 Laporan 993,992,200   

06 Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

12 Dokumen 65.910.000 Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

12 Dokumen 3,486,000   

6 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  Persentase Pengadaaan Barang 
Milik Daerah 

100 % 1.619.519.000 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  Persentase Barang milik daerah di 
OPD yang tersedia 

100% 200,000,000   

01 Pengadaan Aset Tak Berwujud Kota 
Makassar 

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 
Disediakan 

2 Unit 60.417.000 Pengadaan Aset Tak Berwujud  Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 
Disediakan 

1 Unit 100,000,000   
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No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
penting Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

02 Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 

1 Unit 900.000.000       

03 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

2 Unit 659.102.000 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

1 Unit 100,000,000   

7 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  Persentase penyediaan jasa 
penunjang perangkat daerah 

100 % 2.026.242.000 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  Persentase Jasa penunjang 
perangkat daerah yang tersedia 

100 % 2,864,193,170   

01 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 26.242.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 11,552,000   

02 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 2.000.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 2,852,641,170   

8 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  Persentase terpeliharanya Barang 
Milik Daerah 

100 % 2.507.083.400 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  Persentase Barang milik daerah di 
OPD yang terpelihara 

100 % 774,515,449   

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

41 Unit 400.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas  Jabatan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

19 unit 189,515,450   

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

12 Unit 219.700.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

7 unit 5,100,000   

03 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Kota 
Makassar 

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara  

3 Unit 102.984.000 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Kota 
Makassar 

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara  

3 unit 57,000,000   

04 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 

2 Unit 1.384.399.400 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

2 unit 382,299,999   

05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

10 Unit 400.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan  
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

10 unit 140,600,000   

 PERENCANAAN   PERENCANAAN 
  

II PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN, DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH 

  Persentase keselarasan target dan 
indikator Program RKPD terhadap 
RPJMD 

100 % 3.274.859.000 PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN, DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH 

  Persentase keselarasan RPJMD 
dengan RKPD  

100 % 2.804.524.814   

Rata-rata persentase capaian 
kinerja program prioritas 
pembangunan daerah 

93% Rata-rata capaian kinerja program 
pembangunan daerah 

93%   

1 Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

  Persentase Kesesuaian Dokumen 
Evaluasi Pembangunan daerah 
dengan Dokumen Perencanaan dan 
pendanaan Pembangunan Daerah 

100 % 1.904.480.000 Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

  Persentase Kesesuaian Dokumen 
perencanaan dengan Dokumen 
pendanaan Pembangunan Daerah 

100 % 500,000,000  x 



 `  ` 

   RENJA BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL TAHUN 2026 

BAB II  - HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024           Hal. 42  

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
penting Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah dengan Dokumen 
Kebijakan Lainnya 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Telaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

1 Dokumen 192.240.000 Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah dengan Dokumen 
Kebijakan Lainnya 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Telaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

1 Dokumen 100,000,000   

02 Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi yang 
Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 

2 Dokumen 1.712.240.000 Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi yang 
Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 

2 Dokumen 400,000,000   

2 Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

  Persentase Ketersediaan data dan 
Informasi yang telah dianalisis 
untuk perencanaan pembangunan 

100 % 329.550.000 Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

  Persentase Ketersediaan data dan 
Informasi yang telah dianalisis 
untuk perencanaan pembangunan 

100 % 40.000.000   

01 Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan  Pembangunan 
Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data 
untuk Penyusunan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Semua Perencanaan Pembangunan 
Daerah) 

2 Dokumen 137.313.000 Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan  Pembangunan 
Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis  Data 
untuk Penyusunan Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan  Daerah 
(Semua Perencanaan  Pembangunan 
Daerah) 

2 Dokumen 20.000.000   

02 Pembinaan dan Pemanfaatan 
Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

200 Orang 109.850.000 Pembinaan dan Pemanfaatan 
Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Orang yang Dibina dalam 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

60 Orang 20.000.000   

03 Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Provinsi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Buku Profil Pembangunan 
Daerah yang Diterbitkan 

100 Buku 82.387.000       

3 Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

  Persentase Kesesuaian hasil 
evaluasi pembangunan dengan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

100 % 974.919.000 Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

  Persentase Kesesuaian hasil 
evaluasi pembangunan dengan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

100 % 2,264,524,814   

01 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 Laporan 151.044.000 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di Provinsi 

Prov. Sulsel Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 Laporan 2,014,524,814   

02 Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

4 Laporan 494.325.000 Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Prov. Sulsel Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah 

4 Laporan 150,000,000   

03 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten/Kota yang 
Difasilitasi/Evaluasi 

72 Dokumen 329.550.000 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Kabupaten/Kota  yang 
Difasilitasi/Evaluasi 

48 Dokumen 100,000,000   

4 Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

  Persentase data yang dikelolah  
dalam sistem informasi 
pemerintahan Daerah Bidang  
Pembangunan daerah 

100 % 65.910.000        

01 Pengelolaan Data dalam Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah 
di Bidang Pembangunan Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Data dalam Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah yang Dikelola 

3 Dokumen 65.910.000        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

III PROGRAM KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

100 % 4.124.016.600 PROGRAM KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
ERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

100 % 3.830.300.000   

Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Perekonomian dan SDA 

100 % Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Perekonomian dan SDA 

100 %   

Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 % Persentase Keselarasan RKPD 
dengan Renja PD pada Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 %   

1 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

  Persentase Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan yang ditindak lanjuti 
PD Lingkup Bidang Pemerintah 
dan Pembangunan Manusia 

100 % 1.374.672.700 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

  Persentase Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan yang ditindak lanjuti 
PD Lingkup Bidang Pemerintah 
dan Pembangunan Manusia 

100 % 1,264,300,000   

Persentase kesesuaian renstra 
dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100% Persentase kesesuaian renstra 
dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100% 

Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100% Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100% 

01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 137.467.000 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 145,000,000   

02 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

2 Laporan 137.467.500 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

2 Laporan 131,300,000   

03 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Pemerintahan 

1 Laporan 233.694.000 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Pemerintahan 

1 Laporan 215,000,000   

04 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 247.440.000 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang 
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 223,000,000   
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05 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

2 Laporan 274.934.700 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

2 Laporan 250,000,000   

06 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Pembangunan Manusia 

1 Laporan 343.669.500 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Pembangunan Manusia 

1 Laporan 300,000,000   

2 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

 
Persentase hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti 
PD lingkup Bidang Perekonomian 
dan SDA 

100% 1.374.672.900 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

 
Persentase hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti 
PD lingkup Bidang Perekonomian 
dan SDA 

100% 1,263,000,000   

Persentase kesesuaian renstra  dan 
renja dengan RPJMD dan RKPD 
Bidang Perekonomian dan SDA 

100 % Persentase kesesuaian renstra dan 
renja dengan RPJMD dan RKPD 
Bidang Perekonomian dan SDA 

100 % 

Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Perekonomian dan SDA 

100 % Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Perekonomian dan SDA 

100 % 

01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 148.049.500 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 145,000,000   

02 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

2 Laporan 190.885.700 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

2 Laporan 130,000,000   

03 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Perekonomian 

1 Laporan 303.017.700 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Perekonomian 

1 Laporan 215,000,000   

04 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 139.131.000 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA 
yang Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen 223,000,000   

05 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

2 Laporan 208.460.700 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SDA 

2 Laporan 250,000,000   
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06 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 

1 Laporan 385.128.300 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 

1 Laporan 300,000,000   

3 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

  Persentase hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti 
PD lingkup Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

100 % 1.374.671.000 Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
Persentase hasil koordinasi 
penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti 
PD lingkup Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

100 % 1,303,000,000   

Persentase kesesuaian renstra 
dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100% Persentase kesesuaian renstra 
dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100% 

Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100% Persentase hasil monitoring dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti PD 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100% 

01 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

2 Dokumen 209.890.000 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 145,000,000   

02 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

2 Laporan 166.993.000 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur 

2 Laporan 130,000,000   

03 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Infrastruktur 

1 Laporan 227.138.000 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Infrastruktur 

1 Laporan 255,000,000   

04 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

2 Dokumen 230.544.000 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen 223,000,000   

05 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

2 Laporan 220.790.000 Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah 
Bidang Kewilayahan 

2 Laporan 250,000,000   

06 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Kewilayahan 

1 Laporan 319.316.000 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang 
Kewilayahan 

1 Laporan 300,000,000   
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  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN    1.400.000.000  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN       150.000.000    

IV PROGRAM PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 

  Persentasi hasil litbang yang 
dimanfaatkan oleh Perangkat 
daerah 

34 %      1.400.000.000  PROGRAM PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 

  Persentasi hasil litbang yang 
dimanfaatkan oleh Perangkat 
Daerah 

34 %       150.000.000   

Persentase Perangkat Daerah 
yang menghasilkan inovasi dan 
teknologi 

40% Persentase Perangkat Daerah 
yang menghasilkan inovasi dan 
teknologi 

39%   

1 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

  Jumlah Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pengkajian Peraturan 

3 Laporan 450.000.000 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

  Jumlah Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pengkajian Peraturan 

1 Laporan 75.650.000   

01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah 

1 Laporan 50.000.000        

02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Pemerintahan Umum 

1 Laporan 200.000.000 Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Pemerintahan Umum 

1 Laporan 75.650.000   

03 Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Data dan 
Pengkajian Peraturan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan Data dan Pengkajian 
Peraturan 

1 Laporan 200.000.000        

2 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  Jumlah Penelitian dan 
Pengaembangan Daerah Bidang 
Sosial dan Kependudukan 

3 Dokumen 200.000.000        

01 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Aspek- Aspek Sosial 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Bidang Aspek-
Aspek Sosial 

1 Dokumen 100.000.000        

02 Penelitian dan Pengembangan 
Pariwisata 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Pariwisata 

1 Dokumen 50.000.000        

03 Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan 

1 Dokumen 50.000.000        

3 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  Jumlah Penelitian dan 
Pengaembangan Daerah Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

5 Dokumen 400.000.000 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  Jumlah Penelitian dan 
Pengaembangan Daerah Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

1 Dokumen 49,978,200   

01 Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

2 Dokumen 200.000.000 Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

1 Dokumen 49,978,200   
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No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
penting Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi Indikator  Target Capaian 
Kinerja 

 Pagu Indikatif 
(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

02 Penelitian dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Kelautan dan 
Perikanan 

1 Dokumen 50.000.000        

03 Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Lingkungan 
Hidup 

2 Dokumen 50.000.000        

04 Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan 

1 Dokumen 50.000.000        

05 Penelitian dan Pengembangan 
Perhubungan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Perhubungan 

1 Dokumen 50.000.000        

4 Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

 Jumlah Perangkat Daerah yang 
mengembangkan inovasi dan 
teknologi 

14 OPD 350.000.000 Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

  Jumlah Perangkat Daerah yang 
mengembangkan inovasi dan 
teknologi 

10 OPD 24,988,200    

01 Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 
Pengembangan, dan Perekayasaan 
di Bidang Teknologi dan Inovasi 

1 Dokumen 100.000.000        

02 Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Uji Coba dan Penerapan Rancang 
Bangun/ Model Replikasi dan Invensi 
di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

1 Laporan 100.000.000 Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Uji Coba dan Penerapan Rancang 
Bangun/ Model Replikasi dan Invensi 
di Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

1 Laporan 3,733,000   

03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan 
MetodePenyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Diseminasi Jenis, Prosedur dan 
Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang Bersifat 
Inovatif 

1 Laporan 50.000.000 Diseminasi Jenis, Prosedur dan 
MetodePenyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Diseminasi Jenis, Prosedur dan 
Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang Bersifat 
Inovatif 

1 Laporan 15,109,200   

04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

1 Laporan 50.000.000 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

1 Laporan 3,013,000   

05 Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 

1 Laporan 50.000.000 Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 

1 Laporan 3,133,000   

 
JUMLAH 50.011.090.484 JUMLAH 35.569.951.156  
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2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bappelitbangda tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda maupun berdasarkan hasil 

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota. Dalam 

pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 tidak ada masukan usulan 

program dan kegiatan/sub kegiatan masyarakat. 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN  

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan 

sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang 

dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan 

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta 

program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara 

nyata oleh semua pemangku kepentingan. 

Perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang 

menjadi landasan utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional dalam periode lima 

tahun pertama RPJPN 2025-2045. Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan 

pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, 

mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta 

meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka 

ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu 

strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, 

RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang 

Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai 

penjabaran tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan 

pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang 

masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1   Tema RKP Tahun 2026 

 

     Sumber:  Kementerian PPN/Bappenas (2025) 

 

Arah pembangunan RKP 2026 difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah, 

pemberdayaan masyarakat desa, serta penyediaan akses layanan dasar secara merata. Sejumlah 

program prioritas seperti pembangunan perumahan, digitalisasi pendidikan, dan pengurangan 

kemiskinan terpadu, disebut menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Berbagai 

sasaran ini sesuai trisula pembangunan dalam RKP 2026, yakni sumber daya manusia ekonomi yang 

tinggi dan berkualitas, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan SDM unggul sebagai fondasi 

menuju Indonesia Emas 2045. 

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, 

ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: 
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Gambar 3.2      Prioritas Nasional Tahun 2026 

 

   Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (2025) 
 

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong 

pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, 

menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga 

sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada 

gambar berikut: 

Gambar 3.3      Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 

 

           Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026 
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Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Sulawesi Selatan, maka 

Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menelaah 

perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada prioritas 

pembangunan nasional. Rumusan kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui telaahan terhadap 

prioritas nasional dalam RKP Tahun 2026. 

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan 

pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan 

RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, serta disusun berdasarkan arah kebijakan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, untuk menjamin sinergitas pembangunan 

nasional dan daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2026 

yaitu “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berakhlak dan Infrastruktur 

Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif” dengan 8 prioritas 

pembangunan sebagai berikut: 

1.   Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi. 

2.  Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial 

kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif 

dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal. 

3.    Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber 

daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru. 

4.    Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing. 

5.     Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan 

wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan 

pemberantasan kemiskinan. 

6.   Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis 

digital. 

7.   Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya 

dan berwawasan lingkungan. 

8.  Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung 

akselerasi pertumbuhan ekonomi. 



 

RENJA BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL TAHUN 2026 
 

 

 

 

BAB III  - TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH           Hal. 53 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagai tahun kedua 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, serta yang berkaitan dengan tugas pokok dan 

fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah, maka 

dukungan Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam pencapaian arah kebijakan nasional tahun 2026 adalah 

melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah 

yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 yang sejalan 

dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional (RKP Tahun 2026) dan RKPD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2026.  

3.2     Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan 

pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung 

pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel merupakan bagian yang integral dalam 

proses perencanaan strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi 

Selatan, sehingga harus disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dalam perencanaan, 

monitoring dan evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana secara tertuang dalam RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.  

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan daerah sehingga 

Bappelitbangda menjadi motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi 

Selatan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan serta didasarkan 

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Prov. 

Sulsel maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 sebagai 

tahun kedua dari turunan penjabaran Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029 yang 

akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1     Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan  Target 
Kinerja 

      Tujuan RPJMD   :  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, 

         Inovatif, dan Responsif 

• Sasaran RPJMD :  Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

• Sasaran RPJMD :  Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah 

T.1. Meningkatnya 

akuntabilitas dan 

konsistensi perencanaan 

pembangunan, serta 

kualitas inovasi daerah 

untuk mendukung 

kebijakan yang adaptif 

dan berdaya saing 

 Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(IPPD) 

Indeks 

 

80 

Indeks Inovasi Daerah Indeks 

 

61,50 

(Inovatif) 

S1.1. Meningkatnya 

keselarasan, sinkronisasi 

dan integrasi perencanaan, 

serta efektifitas 

pengendalian dan evaluasi 

Pembangunan daerah 

Persentase keselarasan 

prioritas pembangunan 

Kabupaten/Kota terhadap 

Provinsi 

Persen 100 

Persentase kesesuaian 

prioritas pembangunan 

daerah terhadap prioritas 

pembangunan nasional 

Persen 100 

Rata-rata capaian kinerja 

program prioritas 

pembangunan 

daerah 

Persen 96 

 S1.2. Meningkatnya 

kuantitas dan kualitas 

inovasi untuk mendukung 

kinerja pembangunan 

daerah 

Persentase peningkatan 

inovasi daerah yang 

memenuhi kriteria penilaian 

inovasi tingkat nasional 

Persen 14,50 

 S.1.3. Meningkatnya 

kualitas tata kelola dan 

kinerja urusan perencanaan 

pembangunan, penelitian 

dan pengembangan daerah 

Nilai SAKIP Bappelitbangda Nilai A  

(83,50) 

           Sumber :  Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029  
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Bappelitbangda Prov. Sulsel pada Tahun 2026 dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1. Berpedoman pada dalam Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029. 

2.  Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Bappelitbangda Prov. Sulsel telah 

menindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-

sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development.  

3.  Penanganan masalah kemiskinan 

Bappelitbangda Prov. Sulsel merumuskan upaya akselerasi percepatan penanggulangan 

kemiskinan, diantaranya pembentukan Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(RPKD). Melalui kegiatan dimaksud harapannya berimplikasi langsung mewujudkan masyarakat 

Sulawesi Selatan yang Sejahtera. 

4. Penanganan Stunting 

5. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Perumusan rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 dirancang untuk mewujudkan 

capaian Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029 yang mendukung visi misi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah serta untuk pemenuhan pelayanan 

Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah 

dengan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan kewenangan daerah. 
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Rumusan rencana kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel akan melaksanakan 2 (dua) Urusan 

yaitu urusan perencanaan setta urusan penelitian dan pengembangan, yang memuat 3 (tiga) 

Program prioritas dan 1 (satu) Program penunjang Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 60 (enam 

puluh) Sub kegiatan dengan total pagu pendanaan sebesar Rp. 35.569.951.156,00  yang diuraikan 

secara rinci pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1     Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
              

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN     35.569.951.156    33.853.880.842,90 

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang 
terpenuhi 

100 %   
  

28.785.126.342    
  

  
  

100 % 26.744.070.629,90 

X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat 
waktu 

100 % 
 

       97,421,250      100 % 97.421.250,00 

X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Kota 
Makassar 

       15,964,000  PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Dokumen 15.964.000,00 

X.XX.01.1.01.0004  Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

4 Dokumen Kota 
Makassar 

       15,963,000  PAD  
Prov. Sulsel 

  4 Dokumen 15.963.000,00 

X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan Kota 
Makassar 

       65,494,250  PAD  
Prov. Sulsel 

  8 Laporan 65.494.250,00 

X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah 
yang diselesaikan 

100 %   23,636,366,273     100 % 27,567,416,625 

X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/ 
Bulan 

Kota 
Makassar 

23,587,866,573 PAD  
Prov. Sulsel 

  240 Orang/ 
Bulan 

27,518,916,925 

X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 Dokumen Kota 
Makassar 

3,028,500 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Dokumen 3,028,500 

X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan Kota 
Makassar 

3,524,250 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 3,524,250 

X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

1,726,950 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Dokumen 1,726,950 

X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

12 Laporan Kota 
Makassar 

40,220,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Laporan 40,220,000 

X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik 100 %   9.263.400,00     100 % 9,263,400 

X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen Kota 
Makassar 

9,263,400 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Dokumen 2,388,600 

X.XX.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

6 Laporan Kota 
Makassar 

2,388,600 PAD  
Prov. Sulsel 

  6 Laporan 2,939,200 

X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan Kota 
Makassar 

2,939,200 PAD  
Prov. Sulsel 

  3 Laporan 3,935,600 

X.XX.1.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah 100 %   55,133,900      100 %          5.133.900,00 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan  240 paket Kota 
Makassar 

50,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

 - - 

X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

240 Dokumen Kota 
Makassar 

2,406,300 PAD  
Prov. Sulsel 

  240 Dokumen 2.406.300,00 

X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan  

1 Orang Kota 
Makassar 

791,800 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Orang 791.800,00 

X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

240 Orang Kota 
Makassar 

1.935.800 PAD  
Prov. Sulsel 

  240 Orang 1.935.800,00 

X.XX.1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan layanan umum kantor  100 % 
 

1,148,232,900     100 % 798,232,900 

X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

12 Paket Kota 
Makassar 

20,487,900 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Paket 20,487,900 

X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket Kota 
Makassar 

25,077,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Paket 25,077,000 

X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket Kota 
Makassar 

50,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  - - 

X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota 
Makassar 

55,189,800 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Laporan 55,189,800 

X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

75 Laporan Kota 
Makassar 

993,992,200 PAD  
Prov. Sulsel 

  50 Laporan 683,992,200 

X.XX.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen Kota 
Makassar 

3,486,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Dokumen 3,486,000 

X.XX.1.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Barang milik daerah di OPD yang tersedia 100%  200,000,000   100% 10.000.000 

X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Aset Tak Berwujud  Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 unit Kota 
Makassar 

100,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

 - - 

X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

1 unit Kota 
Makassar 

100,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

 1 unit 10.000.000 

X.XX.1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 
 

2,864,193,170     100 % 2,864,193,170 

X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan Kota 
Makassar 

11,552,000 PAD  
Prov. Sulsel 

 12 Laporan 11,552,000 

X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan Kota 
Makassar 

2,852,641,170 PAD  
Prov. Sulsel 

  12 Laporan 2,852,641,170 

X.XX.1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 %  774,515,449     100 % 313,115,450 

X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

19 Unit Kota 
Makassar 

189,515,450 PAD  
Prov. Sulsel 

  19 Unit 89,515,450 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

7 Unit Kota 
Makassar 

5,100,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  7 Unit 5,100,000 

X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara  3 Unit Kota 
Makassar 

57,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  3 Unit 57,000,000 

X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

2 Unit Kota 
Makassar 

382,299,999 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Unit 20,900,000 

X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

10 Unit Kota 
Makassar 

140,600,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  10 Unit 140,600,000 

5.01  PERENCANAAN         

5.01.02 
  
  

PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)  

Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD  100,00 %   
  
  

2,804,524,814   
  

  
  
  

100,00 % 2,804,524,814 

Rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah 93,00% 94,00% 

  
5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan 

dokumen pendanaan Pembangunan Daerah 
100,00 %   500,000,000     100,00 % 500,000,000 

5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah dengan Dokumen 
Kebijakan Lainnya 

Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

100,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 100,000,000 

5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 

2 Dokumen Prov. 
Sulsel 

400,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Dokumen 400,000,000 

5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Persentase Ketersediaan data dan Informasi yang telah 
dianalisis untuk perencanaan pembangunan 

100,00 %   40.000.000     100,00 % 40.000.000 

5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan 
Pembangunan Daerah) 

2 Dokumen Prov. 
Sulsel 

20.000.000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Dokumen 20.000.000 

5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 60 Orang Prov. 
Sulsel 

20.000.000 PAD  
Prov. Sulsel 

  60 Orang 20.000.000 

5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

Persentase Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 

100 %   2,264,524,814     100 % 2,214,524,814 

5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

2,014,524,814 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 2,014,524,814 

5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan Prov. 
Sulsel 

150,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  4 Laporan 100,000,000 

5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota 
yang Difasilitasi/Evaluasi 

48 Dokumen Prov. 
Sulsel 

100,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  48 Dokumen 100,000,000 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.01.03 
  
  

PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas)   

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang 
Pemeritahan dan Pembangunan Manusia 

100,00 %   
  
  
  
  

3.830.300.000  
  
  

  
 
 

  
  

  
  
 

  
  

100,00 % 3.830.300.000 

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang 
Perekonomian dan SDA 

100,00 % 100,00 % 

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100,00 % 100,00 % 

5.01.03.1.01 
  
  

Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
  

Persentase Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan yang ditindak lanjuti PD Lingkup Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

100,00 %   
  

1,264,300,000   
  

  
  

100,00 % 1,289,685,950 

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  

100,00 % 100,00 % 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti 
PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

100,00 %       100,00 % 

5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

145,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 232,695,000 

5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

131,300,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 114,804,350 

5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

215,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 255,040,000 

5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

223,000,000 PAD  
Prov. Sulsel  

  1 Dokumen 303,622,600 

5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

250,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 120,564,000 

5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

300,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 262,960,000 

5.01.03.1.02 
  

Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 
  
  

Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang 
Perekonomian dan SDA 

100%   
  
  

1,263,000,000   
  

  
  

100,00 % 1,291,728,600 

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Perekonomian dan SDA 

100 % 100,00 % 

  Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti 
PD Bidang Perekonomian dan SDA 

100 %     100,00 %          
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

145,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 240,726,950 

5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

130,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 121,423,250 

5.01.03.1.02.0004  Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

215,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 324,388,800 

5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

223,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 206,475,700 

5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
SDA 

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

250,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 121,638,100 

5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

300,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 277,075,800 

5.01.03.1.03 
  

Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 
  
  
  
  

Persentase hasil koordinasi penyusunan dokumen 
perencanaan yang ditindaklanjuti PD lingkup Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 %   
  
  

1,303,000,000   
  
  

  
  
  

100,00 % 1,248,885,450 

Persentase kesesuaian renstra dan renja dengan RPJMD dan 
RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

100% 100,00 % 

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti 
PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

100% 100,00 % 

5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

145,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 204,475,250 

5.01.03.1.03.0003  Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang infrastruktur   

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

130,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 124,871,400 

5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang infrastruktur 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

255,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 298,543,800 

5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

223,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 216,243,000 

5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan  

2 Laporan Prov. 
Sulsel 

250,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  2 Laporan 117,053,800 
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Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Rencana Tahun 2026 Catatan 

Penting 
Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 
Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp) 
Sumber 

Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif (Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan 
RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

300,000,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 287,698,200 

5.05  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN     150.000.000 

   

150.000.000  

5.05.02 
  

PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 
(Prioritas) 
  

Persentasi hasil litbang yang dimanfaatkan oleh 
Perangkat Daerah  

34 %   
  

      150.000.000   
  

  
  

35 % 150.000.000  

Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan 
Inovasi dan Teknologi 

39% 40% 

5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Penelitian dan Pengaembangan Daerah 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

1 Laporan   75.650.000     1 Laporan 75.650.000 

5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 
Umum 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 
Umum 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

75.650.000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 75.650.000 

5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengaembangan Daerah 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

1 Dokumen   49,978,200     1 Dokumen 49,978,200 

5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

1 Dokumen Prov. 
Sulsel 

49,978,200 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Dokumen 49,978,200 

5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan 
teknologi 

15 OPD   24,988,200     16 OPD 24,988,200 

5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi dan Invensi diBidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi 
Inovasi dan Penerapan Teknologi 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

3,733,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 3,733,000 

5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur 
dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat 
Inovatif 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

15,109,200 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 15,109,200 

5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 

1 Laporan Prov. 
Sulsel 

3,013,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 3,013,000 

5.05.02.1,04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan Prov. 
Sulsel 

3,133,000 PAD  
Prov. Sulsel 

  1 Laporan 3,133,000 

                      T O T A L   P A G U 35.569.951.156       38,439,601,509 
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BAB V 
PENUTUP 

 

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, 

sub kegiatan, beserta indikator kinerja, target kinerja, lokasi dan pagu indikatifnya. Penyusunan 

Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, 

serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 

sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan di lingkungan Perangkat 

Daerah. 

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran 

Bappelitbangda Prov. Sulsel, ditetapkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Catatan Penting 

a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator Renja Bappelitbangda Prov. 

Sulsel Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian dalam dokumen 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. 

b. Penyusunan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 berpedoman pada Renstra 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 

2. Kaidah Pelaksanaan 

Adapun kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026 adalah 

sebagai berikut: 

a. Renja Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2026. 

b. Dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan 

hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Prov. Sulsel dan TAPD. Begitu pula dalam 

penyusunan DPA Tahun Anggaran 2026 dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan 

hasil pembahasan bersama DPRD Prov. Sulsel. 

c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen Perubahan Renja 

Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2026. 
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